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Pemohon Uji Materi UU Pilkada Perbaiki Permohonan

Jakarta, 1 Februari 2017 — Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2)
huruf i; Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada
Rabu (1/2), pukul 14.30 dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor
perkara 2/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Suta Widhya. Norma yang dimohonkan pengujian yaitu:

Pasal 7 ayat (2) huruf i

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4:

“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. surat keterangan:

4, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;”

Pada sidang perdana, Selasa (17/1), Pemohon menyatakan bahwa calon kepala daerah yang pernah
melakukan perbuatan tercela tidak patut untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada), karena jika
calon kepala daerah pernah melakukan perbuatan tercela maka hal tersebut sangat kontradiktif dengan
semangat bela Negara. Menurut pemohon, salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta pernah melakukan
perbuatan penistaan terhadap agama. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela dan
sudah sepatutnya mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai satu Calon Gubernur DKI Jakarta. Jika
tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam Pilkada maka hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2)
UUD 1945

Dalam petitumnya pemohon menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan
adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada
tahun 2017.

Hakim Konstitusi, | Dewa Gede Palguna mengingatkan Pemohon bahwa pengujian undang-undang di MK
bukan dimaksudkan untuk mengadili perkara konkret. Palguna juga mencermati sistematika permohonan
Pemohon kurang tertata dengan baik. Palguna menyarankan Pemohon untuk melihat contoh permohonan
pengujian Undang-Undang di laman MKRI. (Lambang/Annisa L.)
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